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PUTUSAN
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :
Penggugat, NIK XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (NIP. XXXX pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab.
Halmahera Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

Fadli Mustafa bin Mustafa, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil ( NIP. XXXX ), pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kab.
Halmahera Selatan , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat
bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14

Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di

bawah register perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Lbh, pada tanggal 14 Januari

2021, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Bacan Timur ,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal
22 Desember 2010;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat selama 2 Tahun dan belum di karuniai anak

3. Bahwa sejak 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis disebabkan karena :

a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan Penggugat sudah
mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk berusaha namun
Tergugat tidak mau ;

b. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2020 terjadi
pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat keluar dari rumah
dan tidak kembali sampai sekarang.;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuhan Bacan kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (Fadli Mustafa bin
Mustafa) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;
SUBSIDAIR:
Mohon putusan yang seadil — adilnya;
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan
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sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidak hadiran

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali
membina rumah tangga dengan Tergugat secara mu’asyarah bil ma’ruf namun
tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang
tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan
alat bukti tertulis berupa :

1. FotoCopy Kartu tanda Penduduk atas ( Penggugat ) yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas dan Capil Kabupaten Halmahera Selatan dengan
nomor induk kependudukan (NIK) : XXXX tanggal 06 Maret 2018,
bermeterai cukup dan dinazzegelen diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Nomor: XXXX, tanggal 22
Desember 2010, bermeterai cukup dan dinazzegelen diberi kode, diberi
kode P.2;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2

(dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS
Depag, bertempat tinggal di Desa Tembal, Kecamatan Selatan, Kabupaten
Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Kakak Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Menikah di KUA Kecamatan
Bacan Timur pada tahun 2010;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak:
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- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke desa Tembal;

- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, dan sekarang sekarang sudah sering ada
perselisihan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi Penyebabnya Karena Penggugat dan Tergugat
belum mempunyai keturunan;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun
2018, Penggugat dan Tergugat cekcok mulut karena Tergugat sudah
selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa puncaknya Pada bulan Desember 2020, disebabkan karena
Tergugat meminta ijin poligami kepada Penggugat, Penggugat tidak
mengijinkan, hingga pisah tempat tinggal;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
2 tahun yang lalu;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati oleh keluarga
untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SI PGSD, pekerjaan guru
Madrasa Hitidaya, bertempat tinggal di Desa Tembal, Kecamatan Bacan
Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
adik kandung Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Menikah pada tahun 2010;

- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Tembal:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, dan sekarang sekarang sudah pisah

tempat tinggal;
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- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Penggugat dan
Tergugat belum mempunyai keturunan dan kalau terjadi perselisihan dan
pertengkaran Tergugat suka minggat dari rumabh;

- Bahwa saksi melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar adu mulut
sejak tahun 2016;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Desember 2020 sampai sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati oleh keluarga
untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya
Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan
Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya
atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi
yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang
menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat
secara in person. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146
RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa
ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus
dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh
pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
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Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut
peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menimbangkan
kewenangan perkara ini, sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 dan pasal 66
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka
secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa
perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri
yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal standing
untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in
judicio);

Menimbang, bahwa dalil-dalii Gugatan Penggugat tersebut,
sebagaimana disebutkan dalam Gugatan telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016
sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan
ketentuan dalan pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974, jo
pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20086,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah
tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan
ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua
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oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai
ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan
mendalilkan Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan
Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk
berusaha namun Tergugat tidak mau, Bahwa, puncaknya pada bulan
Desember tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian
Tergugat keluar dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap
dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun,
dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak
ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan
pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

asle oSally airdly Soeall glow l> o imin aslsil o lias] yasi uls

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau

enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan

berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan
tersebut”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan
yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara
khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu
sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdata maka
sepenuhnya beban wajib bukti (bewijslats, burden of proof) dibebankan kepada
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  gugatannya
Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang
akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai
Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka
alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan
demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya
maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah
Penggugat sendiri dan bukan orang lain (non error in persona), dan benar
Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan
dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun
1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat
adalah pasangan suami isteri yang sah , dan karena bukti tersebut merupakan
akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya,
maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti
tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari
dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah
sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua
orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya
dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat
telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal
(minimal limit) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut,
dibawah sumpah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai
keturunan, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adu mulut dan
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang
lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan
pada pengetahuan dan pengelihatan langsung, dan keterangannya saling
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terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga

dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto

Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas

dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka keterangan

para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan
keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama
dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat
menemukan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum
dikaruniai anak;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran
disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan
antara Penggugat dan Tergugat sering kali adu mulut;:

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih 1 tahun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah
tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri.
Apabila terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya terlebih dalam waktu yang
cukup lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin
diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas
sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokkan dan kesamaan
kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide
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Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan
kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami istri dalam
sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut
membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh
cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib
dijaga bersama, baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun
haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan kasih sayang, perhatian,
saling menghargai dan tanggung jawab secara timbal balik dari seorang suami
dan istri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada
manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena
dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak
tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang
diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga
peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (problem solving) antara
pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah
berantakan seperti itu sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang
pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr.
Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalag minasy Syari'atil Islamiyah wal
Qanun, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

36 axzgall sliazdl oo ,es GV s sis oMl W] az ] aw o]
alll 592> aol8] o

Artinya; “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian
adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi
pertengkaran akhlag dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang
mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa
dan latar belakang perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada
tingkat broken marriage sehingga jika Penggugat dan Tergugat tetap
dipaksakan hidup dalam suatu ikatan perkawinan maka yang terjadi bukan
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keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan
mental (mental disorder) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perceraian
sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada
hidup dalam perkawinan yang senantiasa diwarnai pertengkaran dan
perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat
telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2
gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2)
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain
shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya mohon agar
Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya ( ex aequo et bono), maka
majelis hakim berpendapat tuntutan subsider dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan
Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang
Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor
50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan

dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Fadli Mustafa bin Mustafa)
terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga
putusan ini diucapkan sejumlah Rp.344.000,- (Tiga ratus empat puluh empat

ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis
yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 10 Februari 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 28 Djumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami
Miradiana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H dan Fuad
Hasan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naim
Abdurauf, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Khoirul Anam, S.H. Miradiana, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Fuad Hasan. S.Sy.

Panitera Pengganti,

Naim Abdurauf, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp  30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK Rp  50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan Pertama Rp  20.000,00
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4. Biaya Panggilan Rp. 225.000,00

5. Redaksi Rp  10.000,00

6. Meterai Rp 9.000.00
Jumlah Rp. 344.000,00
(Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
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